[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode
tahun 2013-2018 sebagai dasar acuan untuk penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999...
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan...
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi,
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6
seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007
Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);

17. Peraturan...
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17.

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung
Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 3 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Menetapkan :

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2013 - 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Belitung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Bupati adalah Bupati Belitung.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Belitung.

7. Badan...
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Belitung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan
bernegara.

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan
Sistem Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua
komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa
daerah dalam kerangka NKRI.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran
dari Visi, Misi dan Program Bupati/ Wakil Bupati dengan
berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM
Nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

19. Kebijakan...
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19. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

21. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan
Rencana Kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

22. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN
Pasal 2
(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah secara
langsung Kabupaten Belitung periode 2013-2018.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi :
a. SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD;
b. Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menyusun RKPD

dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

(1) SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan
dalam Renstra-SKPD.

(2) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra
SKPD dengan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018.

(3) SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha yang ada di
Kabupaten Belitung, berkewajiban untuk melaksanakan
program-program dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun
2013-2018, dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4
SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala
Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD Tahun 2013-2018 dan

Renja SKPD.
Pasal....

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-PERDA RPJMD 2013-2018_6DFFF2.docx 6



Pasal 5
(1) RPJMD didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan.
(2) RPJMD Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah melalui Bappeda melakukan pengendalian
dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1).
(2) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan perencanaan strategis SKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Oktober 2014

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH
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Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.
IMAM FADLLI, SH

PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.4/2014)
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN

BELITUNG TAHUN 2013 - 2018

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2013-2018



